
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 NOMOR 9                                     TAHUN 2017 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  9   TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012  

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR UNTUK PENYERAHAN PERTAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 

DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2015 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012 

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR UNTUK PENYERAHAN PERTAMA 

 

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Untuk Penyerahan Pertama sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Untuk penyerahan Pertama berpengaruh terhadap berkurangnya 

potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa pencabutan dimaksud untuk terwujudnya asas umum 

pemerintahan yang baik dan untuk tertib administrasi produk 

hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan      

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

  5.  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 

Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG 

PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR UNTUK PENYERAHAN PERTAMA SEBAGAIMANA 

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 

TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN 

KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 

UNTUK PENYERAHAN PERTAMA. 

Pasal 1 

 Mencabut dan menyatakan tidak berlaku : 

a. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian 

Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk 

Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2012 Nomor 176). 

b. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Untuk penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 36). 
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Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam             

Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 

Ditetapkan di  Mataram 

pada tanggal 1 Juni 2017 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

                             ttd. 

H. M. ZAINUL MAJDI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 1 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

      ttd. 

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR  9 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

        Kepala Biro Hukum, 

 

      ttd 

 

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH. 

   NIP.196512311993031135 

 


